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Abstrak
 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah

yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan

negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak

terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia. Dan juga

kerangka hukum Pilkada yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan pengaturan dalam

pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 telah ditemukan calon kepala daerah yang sedang terlibat

kasus hukum pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Meskipun kepala daerah tersebut

menyandang status terdakwa, ternyata tidak mempengaruhi KPUD Pesisir Selatan untuk tidak

meloloskannya sebagai peserta Pilkada. Sampai kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah yang terpilih.

Berdasarkan fakta inilah timbul pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas calon kepala daerah yang ditetapkan

sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, serta legalitas terkait kemenangannya di Pilkada. Selain itu juga

menimbulkan pertanyaan terkait jabatan yang diperoleh apakah memiliki legitimasi sesuai dengan UU

tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini

adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan studi pustaka serta

wawancara. Penelitian ini menjadi penting untuk membahas implikasi hukum kepala daerah terpilih yang

terlibat kasus hukum pada contoh kasus di Pilkada tahun 2020 serta mencarikan solusinya. Sehingga, selain

dapat bermanfaat bagi pengembangan pembahasan secara teoritis, juga bermanfaat bagi Instansi Pemerintah

terkait.

......Regional head elections (Pilkada) are a mechanism to determine leaders in regions that come from the

choices of the people. This is in line with the concept of sovereignty to the people and the rule of law as

mandated by the 1945 Constitution. Talking about its implementation cannot be separated from the role of

the General Elections Commission (KPU) as the organizer of Pilkada in Indonesia. And also, the Pilkada

legal framework has been designed in such a way as to provide regulation in its implementation. During the

Pilkada in 2020, a regional head candidate who was involved in a legal case in the 2020 Pesisir Selatan

Regency election was discovered. Even though the regional head had the status of a defendant, it did not

affect the Pesisir Selatan KPUD not to pass him as a Pilkada participant. Until then appointed as the elected

regional head. Based on this fact, questions arise regarding the legality of the candidates for regional heads

who are designated as suspects, defendants and convicts, as well as the legality of his victory in the Pilkada.

In addition, it also raises questions regarding the position obtained whether it has legitimacy in accordance

with the Law on Regional Elections and the Law on Regional Government. The method used in this thesis

research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. This research

is important to discuss the legal implications of elected regional heads who are involved in legal cases in the

examples of cases in the 2020 Pilkada and find solutions. So, besides being able to be useful for the

development of theoretical discussions, it is also beneficial for the relevant Government Agencies.
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